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LEMBARAN DAERAH: .
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

Nomor : 12 Tahun 1997 ; Serie : D Nomor 12

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKA'i 1l MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1996

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG

Menimbang  : a  bahwa berdasarkan perkembangan tuntutan kebutwhan dan
beban kerja yang ada, Organisasi dan Tata Kera Dinas
Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat Il Magelang perlu ditata
kembali

b. bahwa penataan / pembenahan hal tersebut telah diataur oleh
Menteri Dalam Negeri dalam bentuk Pedoman Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Perikanan Daerah ;

¢ bahwa penataan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan
sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Da rah,
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Mengingat 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo Peraturan
Pernenntah  Nomor 32 Tahun 1950, tentang Pem‘b@tuhm
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa

Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah ( Lembaran Negara RI Th 1974 No 38
Tambahan Lembaran Negara RI No 3738 ),

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan ,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34, 37404346 dan 49 Tah.un’
1950,  tentang Pelaksanaan Pényerahan  sebagian Urusan

*  Pemenntah Pusat dalm lapeangan Perikanan® Darat kepada
Proppinsi Jawa Barat , Jawa Tengah, Jawa Timur , DIY Sumatra

Selatan, Sumatra Tengah dan Sumatra Utara ;

5. Peraturan Péruerirﬂah Nomor 6 Tahuin 1988, tentang' K dordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah | _

6. Peraturan ﬂmeﬂﬂah Nomor 45 Tahun 1992, tentang
Penyelenggraan’ Otonomi-  Daerah dengan titk ‘berat pada
Daerah ngkatl[

. 1 -chutusan Mmten Negara Pendayaguman Aparatur Negara
Nomor 21 Tahun 1990, tentang Pedoman dan Proses

Pemebentukan  atau Penyempumaan Kelembagaan i
Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik
Indonesia di Luar Negari dan Pemerintah di Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tuhun 1992 .
tentang Pedoman Organisasi -Dinas Daerah ;

9. Keputusan. Menteri Dalam Negern Nomor 92 Tahun 1992,
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negen

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993,
tenEang Pola Organisasi Pemerintah Dagrah dan Wilayah ;

A
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11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994,
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peri kanan
Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perweakilan Ralkyar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11

Magelang,
MEMUTUSKAN
Menteapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il

] MGELANG TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT Ii

MAGELAN

T

BAB I
~KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat I1 Magelang ;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat I Magelang ;

¢. Dewan Perwakilan Rakyat Daersh adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelang ;

@ 4 Pemerintah Daersh Tingkat 1 adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah,

e. Daei‘ah adalah Kabupaten Daenih Tingkat I Magelang ;
£ Dinas Peikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat [l Magelang

g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat 11 Magelaig -

Dipindai dengan CamScanner



- .

s

I [l - § i
L E’ﬂhﬂl‘lﬂ ?mu adalah Cabang Dinas  Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat 11

L Unit Pdnh-mn Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan sebogai unsur
pelaksana Dinas Perkanan yang melaksanakan stbagian fugas oparasional tertentu

Dunas di Lapangnan |

) Kelompok Jubatan fungsional  adalah kelompok jabstan untuk para pejabat
ﬁw vaitu personil Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada
keahban dan atau ketrampilan te.ﬂelmqu yang bersifat mandiri sesuar bidang tugasnya .

K. Tugas pembantuan adalah tugas untuk turut serta dalam melaksanakan pemenntubian
yung ditugaskan kepada Pemerintah' Dactah oleh Pemerintah Pusat atau Pcntr;m...h.
Dacrah | Tingkat 1 damnke?faptban mempertanggung jawabkan kepada yang

BAB I
KEDUDUKAN , TUGAS POKOK DAN FUNGSI

.Pall
{l]DinaPeﬁkananmmrpakanunsurpdakameﬂmah Daerzh ch bidang penkanan.
(2) Dinas Perikanan dipimpin oleh seorang kepala Dinas yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupah Kepala Daerah

Pasal 3
Dinas Perkanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan wusan Rumsh
Tangga Daérah dan Tugas pembantuan yang dibenkan oleh Pemenintah Pusat dun atan .
Pemenntah Daerah Tingkat | di bidang perikanan.
Pasal 4

Untuk men 1 tugas pokok tersebul pada Pasal 3 Peraturan Daerah
ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :
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membina secara umum berdastkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubemur
Kepala Daerah Tingkast [ Jawa Tengsh

memberikan bitmbingan teknis di bidang perikanan ;

memberikan izin dan membina usaha sesuai tugasnya ;,

memberkan penyuluhan perikanan ;

memberikan pengamanan teknis sesuai dengan fugasnya |

f melaksanakan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani

g mengelola Unit Pelaksana Teknis Dinas ;

h. melaksanakan urusan tat usaha Dinas,

i.

]
4

o po o

BAB III
’ ORGANISASI

Bagian Pertama

Pola dan Susunan Organisasi
Pasal 5

Organisasi Dinas Perikanan difetepkan Pola Maksimal.

Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdin dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sub Seksi Bagian Tata Usaha
¢. Seksi Produksi ;
d. Seksi Penyuluhan ;
e. Seksi Sumber Hayati ;
. f. Seksi Usaha Tani ;
‘ g. Seksi Prasarana |
h. Cabang Dinas ;
I. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Dinas Penkanan sebagaimana Lampiran yang mertpakan bagian
tidak*terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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Baglan Kedua
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimianan
tersebut dalam Pasal 3 dan 4 Peratutan Daerah ini.

Bagla Ketiga
Sub Baglan Tata Usaha

Pasal 8 ‘
Sub Bagia Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan umsan perencanaan,
kepegawaian, keuangan dan vrusan umum.

Pasal 9

Unfuk menyelenggarakan tugas tersbut pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub

Bagian tata Usaha mempunyai fungsi :

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan
organisasi dan tata laksana ;

b. menyiapkan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian |

menyiapkan bahan pengelolaan administrasi keuangan ;

d. menyiapkan bahan pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat dan

kearsipan.

O

Pasal 10
¢

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dan :
a. Urusan Perencanaan ;
b. Urusan Kepegawaian ;
¢. Urusan Keuangan ;
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Pasal 11

(1) Umsan Perencanasn mempunyai tugas pengompulan, analisis dan penyapan adata,
statishk penbanan, penyiapan balian peramusan tencana program, penympan bahan
laporan dinas seita penyipan bahan pembinan, organisast dan tatalaksana

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugss melaksuuban penyispan bahan rencans
kebutuhan danb pengembangan pepawai, mudasi pegawal  serfa s usaha

kepegawaian

(3) Unusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan beban rencore
Anggaran Penadapatan dan Belanja Dinas, pembuakaan, perfatngan Anggaran,
’ venfikasi serta mengurus perbendaharaan,

(4) Unasan Unum mempunyai tugas melaksanakan urosan surat nm;yum dan kearsipar
serta urusan rumah tangga dan perlengkapan.

Bagian Keempat
Seksi Produksi
Pasal 12

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perilanan
di bidang pembinaan produksi perikanan.

Pasal13

' Untuk melaksanakan tugas tessebut pada Pasal 12 Péranwan Daeraly ui, Seksi Produiks:
. Mmempunyal tugas -

6. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan analisis kebutuhan, b¥ubingan pengadaan
dan pemanfaatan serta venfikasi dan pengupan lapangan atau mutu sarang produis:

r !
b. Melaksanakan inventansasi, ilentifikasy, pembusan, pengembangan dan wmﬂtuhhm
penangkapan tkan di peraban umwm.
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¢. Melaksanakan mventansasi, tdmml’llr.au, petnbinan, pengembangan dan pengendabian
budidaya ikan air tawar.

d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan serfa bimbingan penerapan
pola produksi penkanan.

Pasal 14

Seksi Produks: terdin dan ;

a. Sub Seksi Sarana Produksi ;

b Sub Seksi Budidaya Tkan ;

¢. Sub Seksi Penangkapan [kan ; .
d. Sub Seksi Pengembangan Produksi.

' Pass! 15 .

(1) Sub Seksi Sarana Produksi memptmym figas melakukan inwentarisasi, identifitas; e
analisis kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaafan sarana produlsi serta
verifikasi dan pengujian lapangan atas muty sarana produksi perikanan.

(2) Sub Seksi Budidaya Ikan mempunyai tugas melakukan inventarisasi, identificasi
pﬁlgﬂnbmgan dan pengendalian budidaya ikan air sungai, kolam, dan arr tawar dan
iy lainnya serta bimbingan penerapan teknologi anjuren dibidang

budidaya.

(3) Sub Seksi penangkapan Tkan mempunyai tigas melakukan inventansasi, identfinkass,
pembinaan , pengembangan serta pengendalian penangkapan ikan & pamitan
penkanan serde bimbingan penerapan teknologi anjuran di bidang peangkapan ikan

(4 Sub Seksi Pengembangan Produksi mempunyni tugas melukukan inventarisesi, ()
identifikas) dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan serta bimbingun
penerannya.
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Baglan Kelima
Seksi Penyuluban

Pasal 16

- ' Seksi pmmﬂuhm mempunyai Tugas melaksanakan scbagian tugas Dinas
Perikanan di bidang penyuluhan perikanan.

Pasal 17

Untuk mmjra;en'ggmakan tugas tersebut pada Pasal 16 Peraturan Daerah i,
(. Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

a  melaksanakan periviapan dan pelaksanaan program, metoda dan sistem kena
penyulnhan serta rekayasa sosial dan ekonori.

b. melaksanakan perencaaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan |

¢. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan petan: ikan ;

d  melaksanakan perencanaan dan pengadean, pengeoban dan bimbmgan
pendayagunaan sarana penyuluhan ;

e. melaksanakan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pengembangan
maten penyuluhan .

Pasal 18

Seksi Penyuluha terdin dari :
a. Sub Seksi Tata Penyuluhan
b. Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana,

@ Pasal 19

(1) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas membenkan pelayanan tekns dan
administrasi kepada para penyuluh penkanan dalam penyusunan dan pelaksanan
program penyuluhan, penempan metoda dan sistem kegja penyuluhan, wdentifikasi
faktor penentu, rekayasa sosial dan ckonomi , pelaksanaan penyuluhan dan
bimbingan serta super visi pelaksanaan penyyluhan,
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(2) Sub Seksi Kelembagaan, Tenaga den Satana mempunym tugas menyusun rencana
kebutuhan dan mendayagunakan tenaga penyuluh, merenc anakan, mengadakan dan
mengelola sarana penyuluhan , memperbanyak dan menyelbarkan mateni penyuluban
serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam
pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani, penyelenggataan kursus-kursus
fami, penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan  serta penyiapan maten

penynluhan,

Bagian Keenam
Sekst Sumber Hayati

Pasal 20

Seksi Sumber Hayati mem[pmtyai tugas miclaksanakan ecbagian hiew ;.,-u..,,.
Perikanan di bidang pembinaan sumnber hayati perikanan.

| Pasal 21
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 20 Peraturan Dasrah ini, Seks:
sumber Hayati mempunyai fungsi :
a melakssnakan inventarisasiidentifikasi, analisis perhitungan dan pemetaan potersi

budidzya ikan di perairan umurm, sungai , waduk, rawa dam genagan air lairmva sera
perhitungan dan pemetaan potensi lshan budidaya,

b. mel;aksanakn penyusunan petunjuk operasional pengawasan penangkapan tkan,
memantau, mengevaluasi dan memeberikan bimbingan pelaksanaan pengawasan
penangkapan ikan,

c melal:smakan alakas: dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kan d air tawar,
dan perairan perikanan lainnya ;

d. melaksanakan inverftarisasi, identifikasi dan bimbingan operasional perindungan '

sumber daya ikan dan lingkungannya yang meliputi pencegahan, pemberantasin
hama penyakit serta konservasi dan rehabilitasi sumber dinya ikan kntis dan langka

serta pencegahan dan penanggulangan pencemaran perairan
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Pasal 22

Seksi Sumber Hayati ferdin dari :
a. Sub Seksi [dentifikasi Sumber daya [kan ,
b. Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan ;,
¢. Sub Scksi Perlindungan Sumberdaya lkan dan Lingkungan |
d. Sub Seks Pengendalian Budidaya Ikan.

Pasal 23

(1) Sub Seksi Identifikasi Sumberdaya Ikari mempunyai tugas melakukan mveniansasi,
Identifikasi dan analisisi serta perhitungsan dan pemetaan potensi budidaya ikan di .
perairan umum, danau, sungai, wadukrowa dan genangan ar lainaya serta¥ -

perhitungan dan pemetaan potensi lahan budidaya. s

(2) Sub Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan mempunyai tugas menyusin pefunpk *-°,
operasional pengawasan penangkapan ikan , memantau, mengsvaluasi memberdan %
bimbingan pelaksanaan pengawsan penangkapan ikan di perairan penkanan. o F =

(3) Sub Seksi Perlindungan Sumberdaya lkan dan Lingkungan mempunyal tugas
melaksanakan inventarisasi , idenfifikasi dan bimbingan cperasional periindungan
sumberdaya ikan dan lingkungan yang meliputi pencegahan serta pembenntasan
hama penyakit , konservasi dan rehabilitasi smberdaya ikan knts serta langia serta &
pencegehan dan penanggulangan pencemaran perairan.

(4) Sub Seksi Pengendalian Budidaya [kan mempunyai tugas melakukan Wmbingan

alokasi dan pengendalian pemanfaatna sumber budidaya tkan i eir tawar, dan
perairan penkanan lainnya.

Baglan Ketyjuh
Seksi Usaha Tanl
Pasal 24

Seksi Usaha Tani mempunyai tugass melaksanakun sebagian tugas Dinas
Perikanan di bidang pembinaar; usaha petani ikan.
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Pasal 25

Untuk menyelenggrukan tugas tersebul pada Pasal 24 Peraturan Daerah ini, Seksi Usaha
tani mempunyai fungsi :

a. melaksanakan anlisisi usaha Petani lkan, bimbingan permodalan pengelolaan dan
kerjasama usaha perikanan ;

b melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan usaha perikanan yang meliput
pelayanan informasi perijinan, prosedur dan tata cara permohonan ijin usaha serta
pemantanan pelaksanaan ijin usaha perikunan ;

¢. melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengilahan hasil pmkaun.,‘
pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana prosedur dan
metode pengujian.

d mmmmdmmmmmmmmymm
analisis pasar , pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi hasil
pﬁhtmmmlkpqmmdldﬂmnmaupmmMnegm 1

Pasal 26
Seksi Usaha Tani terdir dan :

a. Sub Seksi Pembinaan Usaha ;
b. Sub Selksi Penijinan Usaha , :
¢. Sub Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
d. Sub Seksi Pemasaran.
Pasal 27 .

(1) Sub Seksi Pembimnan Usaha mempunyai tugas melakukan analisis usaha Petan ikan,
bunbingan permodalan, pengelolaan dan kegjasama usaha penikanan, ,

| (3) Sub Saeksi Perijinan Usaha mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pengawasan

perijinan usaha perikanan yang meliputi pelayanan informasi perijinan , prosedur dan
tata cara permohonan ijin usaha serta pemantauan pelaksanaan peryjinan usaha

penkanan. T
QY
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(3) Sub Seksi Pengolahan dan Perbinaan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan
teknologi penanganan dan pengolahen hasil penikanan, pembinaan dan pengawasan
mutu yang meliput prochuk, tenaga, sarana, prosedur dan metoda pengujian serta unit
pengolahan hasil perikanan.

(4) Sub Seksi Pemasaran mempunyai tuges melakukan bimbingan dan pengembangan
pemasaran hasil perkanan yang meliputi analisis pasar, perantauan dan penyebaranb
informasi pasar serta prompsi hasil perikanan untuk perrasaran di dalam maupun

diluar negen.
. ﬂ : ; Bagian Kedelapan
! Seksl Pemasaran
Pasal 28
- Seksi Prasarana mempunya tugas melaksanakan sebagmn tugas Dinas Perkanan
'l di bidang pembinaan prasarana perikanan dan pemukiman Petani [kan
i
; Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 28 Peraturan Daerah i, Scks:
Prasarana mempunyai fungsi :

a melaksanakan inventanisasi, identifikasy, perancangan dan skala prionitas pembanguran,
pengembangan dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapaia
serta bimbingan dan pengawasan pelaksanaannya ;

b melaksanakan perumusan pengembangan dan pembinaan pola tata operasional dan
’] laksana serta jasa pengusahaan tempat penampungan ikan | .

¢. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancngan pembangunan , pengembangan
dan rehabilitasi prasarana budidaya seita kelm@kmmu{w dan mermmuskan poia

_ tatalaksana pengelcr[mamya; ¢
."1' "," "" iﬁwﬂ v tm iddntifikasi dan pmi)uwmn\ rancangan  pembangunan ,
Sl ase P"WTSEII din rehabilitaki serta pernbinsan pemmbiman Petwni e o0
B : Hh”'fﬂt”"f 1) r”.”
_ n -'Ii l! ‘ . {118 ieuin

ATEN DATI 271 P 7ELENG

- — - ——— I ——
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Pasal 30

T Seksi Prasarana terdiri dari ;
a. Sub Seksi Prusarana Penangkapan ;
b. Sub Seksi Tata Opearsional PPI ,
¢. Sub Seksi Prasaran Budidaya ;
d. Sub Seksi Lingkungan Pemukiinan Petani lkan.

Pasal 31

(1) Sub Seksi Prasarana Penangkapan mempunyai tugas melaikukan inventansasi,
identifikasi, menylapkan rancangan dan skala prioritas pembangunan, mmga! b3
dan rehabilitasi prasarana penangkapan ikan dan sarana kelengkapasnnya sertz *
pengawasannya.

(2) Sub Seksi Tata Operasional Pangkalan Pendamtan Tkan mempunyar tugas
merumuskan, membina dan mengembangkan pola tata operasioan! dan tatalaksana
serta jasa pengusahaan tempat penampungan ikan.

(3) Sub Seksi Prasarana Budidaya mempunyai tugas melakukan inventanisasi, identifkas
sertamenyusun rancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi prasarana
budidaya dan sarana kelengkapamnya serla merumuskan petunjuk tekmis

pengelolaannya .
(2) Sub Seksi Lingkungan Pemukiman Petani lkan mempunyai tugas melikukan

inventarisasi , identifikasi , seria menyusun rancangan pembangunan, pengembangan
dan rehabilitasi serta pembinaan pemukiman Petani Ikan dan ingkungannnya.

Bagian Kesembian ¢
Cabang Dinas _

Pasal 32
(3) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas Penkanan yang meninmyai
Wilayah kerja meliputi safu atau beberapa wilayah kecamatan dalam wilayah suatu
Kabupaten. .
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(1) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Daziah.
Pasal 33
Cabang Dinas Penkanan dibentuk berdasarkan knteria yang ditetapkan oleh
Menteni Dalam Negen.
Bagian Kesepuluh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 34

(1) 1wt Pelaksana Teknis Dinas mewpunyai kedudukan sebagai mnsine pelaksang telogs
oparesioanl Dunsas Derkanan,

(2) Um Pelakasana Teknis Dinas dipimpin oleh seonuyy Kepala yaug herada dibamab dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 35
Pada Dinas Penkanan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas, berdasarian
Imiteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negen. ' *
Bagian Kesebelas
Kelempok Jahatan Fungsional
Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Penkanan mempunyal  higss
melakukan kegiatan teknis perikanan di bidang keahhan masing-masing

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimanan tersebut  pada ayat (1) Pesal
dipimpin  oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku ketua kelompekymg
berads di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dant atan Kepala Uit
Pelaksana Teknis Dinas yang bersangkutan
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Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapal dibagi ke dalam Sub - sub kelompok sesuai
dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh searang tenaga fungsional
senior.

(2) Jumlah tenaga dalam jabatan fingsional ditentukan berdasarkan sifat, jeris dan beban
kerja.

(3) Pembinaan terhadap tenaga dalam jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang beralu,

O

BAB 1V
TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Perikanan, Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Kelompok Jabatan Fungsional dan Cabang Dinas Wajib menerapkan prinsip koordinas:,
integrasi dan sinkronisasi baik dalam hngk:mgan masing-masing maupun anlar Satuan
Orgamisasi sesuai dengan fugas masing-masing.

Pasal 39

(1) Kepala Dinas melaksanakan tugasnya berdasarkan kebyaksanaan vang ditetapkan oleh
(2) Kepala Dinas diwajibkan memben petunjuk, membina, membimbing dan mengawas:
pekerjaan unsur - unsur Pembantu dan Pelaksana yang berada dalam lingkungan o
Dinasnya.
Pasal 40

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala, dalan
melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Dipindai dengan CamScanner
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(2) Masing-masing Urusan dipimpin oleh seorang kepala dalam nelksanalcan tugas
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepalsr Sub Bagiar Tata Us:aha.
(3) Masing-masing Sub Scksi dipmpin oleh seorang  kepala, ddam meleksanakan
tugasberada dibawah dan bertanggung jawab kepada ke:pala Seka wng bersa nghutan.
BAB V
PENGANGKATAN DALAM JATIATAN

Pasal 41

n Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan i lngluagm Dinas Penlarar
dilaksanakan sesvai dengan ketentuan perundang-undangan yang berziu

Pasal 42
Jenjang jabatan dan kepangkalan seun snswnin lopogewoint dmtir sosus
dengan peraturan penmdang andangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 43
Dengan ditetapkannya Dinas Penikanan berdasarkan Peratunin Dserah mu, mefa

Peraturan Daerah Kabupaten Dati [T Magelang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Strukur
Organisas dan Tata Kerja Dinas Perikanan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ¢4

 Hal-hafyang behun diatur dalam Peraturan Daerah in, sepanjang mengans
pelaksanaamya , akan diatur tersendini oleh Bupati Kepala Dacrah
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Psal 435

Peraturan Daembh ini mulai berdaku sejak tanggal dindangkan.

Agar supaya setiap orang daput mengetahuinya, memerintahian pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemnbaran Daerab Kabupaten Daerah
Tingkat Il Magelang,

L

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 30 Mei 1997,

DPRD BUPAT! KEPALA DAERAH TINGKAT 11
KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 MAGELANG Y
MAGELANG
Ketua ‘ | .
ttd ttd
SUGIHARDIO " KARDI
=iB=
DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur . .
Kepala Daerah Tingkat I
o Jawa Tengah
Tanggal 11 Juli 1997, Nomor : 188.3/185/1997
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT1 0
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum
ttd »
TARTOPO SUNARTO,SH .
NIP. 500 048 825

d

Dipindai dengan CamScanner
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Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Magelang
Nomor 12 Tabun 1997, Tanggal 19 Juli 1997
Sene D Nomor . 12

Ymt.Sekretans Wilayah/Daerah
ttd
Dis. HSOLECHAN,AS

Pembina Tingkat |
NIP. 500 034 460
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG
NOMOR 5 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT Il MAGELANG

I. PENJELASAN.
.

Peraturan Daerah ini merupakan landasan kerja bagi Dinas perikaran Kabupaten
Daerah Tingkat Il Magelang Nomor 10 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Penkanan Kabupaten Daerah Tingkat [I Magelang . yang mengacu
kepada Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nemor
Hulum G.57/1993 tanggal 29 Maret 19773, yang mernupakan pelaburan dan Dinas Per-

23/1/4
rkanan Darat dan Dinas Perikanan Laut Propinsi Jawa Tengah menjedi Dinas
Perikanan Darat Propinsi Jawa tengah .

Dengan makin meningkatnya perkembangan penyelenggaraan pemenntahan dan
pembangunan di Daerah, akan menuntut pula peningkatan mutu pengatman dan
pelayanan masyarakat di bidang penkanan, Khususnya dalam rangka mewujudkan ook
berat otonomi Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu untuk menata kembal
Organisasi dan Tala Kerja Dinas Penkanan Kabupaten Daerah Tingkat I Magelang
untuk diganti dengan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penkanan Kabupaten Daerab
Tingkat Il Magelang yang berpedoman pada Keputusan Menten Dalam Negen
Nomor 6 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata kepja Dinas Pen!
Daerah.

Kemudian dengan penetapan Organisasi dan Tata kerja Dinas Penkunan
Kabupaten Daserah Tingkat 11 Magelang yang baru terdapat adanya perubahan-

perubahan sebagai berikut :

2. Jumlah formasi jabatan struktural yang semula ada 27 formasi jabatan sekarang
ada 29 fonnasi jabatan.

Dipindai dengan CamScanner
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I LA A f'li"'*l

]

|. Sub Bagian Tata Usaha tetap membawahi 4 Urusan, hanya ada perubahan nama

dengan hapusnya Urusan Efisiensi dan Tata laksana muncul Urusan Perencanaan.

3. Jumlah seksi tetap ada 5 Seksi.

Hapusnya Seksi Bina Program dan Seksi Bina Mutu muncul Seksi Sumber hayati
dan Seksi Prasarana.

4. Jumlah Sub Seksi semula ada 16 Sub Seksi bertambah 2 Sub Seksi mengdi 18 )

Sub Seksi.

5. Masing-masing Seksi yang semula membawahi 3 Sub Seksi kecual Seks:

Produksi yang membawahi 4 Sub Seksi, mengalami perubahan méasing-masing
Seksi membawahi 4 Sub Seksi kecuali Seksi Penyuluhan hanya membawa 2 Sub
Seksi

6. Dapat dibentuk Cabang Dinas Perikanan daerah Tingkat [T dengan Kritenia yang

ditetapkan oleh Menteri Dalam Negen.

7. Dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms Dinas (UPTD) Perikanan dengan Kntena

yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negen.

8. Pada Organisasi dan tata kerja (SOT) yang baru terdapat adanya kelornpok

jabatan fungsional yang merupakan ciri pokok SOT yang baru, yang sebehurnnya
tidak ada.

Dengan adanya perubahan-perubahan yang cukup mendasar sebaganana
tersebut pada angka | s/d 7, maka akan berakibat pula terhadap tegadinya pembahan
! penyempumaan terhadap Organisasi dan tata kerja Dinas Penkanan Kabupaten
Daerah Tmgkat 11 Magelang yang baru sebagaimana tersebut diatas.

“Dengan demikian seleleh ditetapkan Peraturan Dacerah i, maka Susunan
Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkanan daerah Kabupaten Daerah Tingkat 11
Magelang yang berdasar lu,pach l‘crammn Daerah Nomor 10 Tahun 1980 sudsh tdak

_baiaku!@.
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II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1dan2  : Cukup jelss.

Pasal 3 : Dinas Perikana adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah
yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah
tmngga daeroh dan tugas pembantu yang dibenkan oleh
Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Tingkat [ di bidang
perikanan.,

W

Pasal 4 '_ : Kepala Dinas mempunya ftugas fungsi
menyelenggarakan urusan Rumah tangga Daerah dan tugs:
pembantuan dari Pemernintah atasan dibidang perikanan yang
meliputi, menangkap, memelihara, mengolah, memasarian
hasil perikanan, meningkatkan kesejahterazn pefani tkan serta
membenkan pelayanan masyarakat dan petim kan dan
sebagimnya.

Pasal 5 . Pola Organisasi Dinas Penkanan disusun berdasarkan beben
kerja Dinas Perikanan.
Beban kerja Dinas Perikanan meliputi potensi wilavah
perikanan (luas areal dan banyaknya jenias perikanan ), sarana

dan prasarana dan sebaginya.
Pasal6s/d18  : Cukup jelas.
Pasal 19 : - Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunya Tugas pelavanan

teknis dan administrasi yang dititik beratkan pada masalah
tatalaksana yang yang melipui penyusunan program,
sistern/metoda, mekanisme kerja serta perencanaan dan t.u‘
cara pelaksana penyuluhan dan bimbingan.

- Sub Seksi kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempunyai tugas
yang dititik beratkan kepada penyiapan dan pendayagunaan
tenaga penyuluh serta sarana dan prasarananya, penmgkamn
kemmnpum /  kualitas petani kan sampai kepada
pengorganisasiannya.
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Pasal 20 s/d 30

Pasal 31 (2)

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37 §/d 40

« 73

Cukup Jels

Yang dimaksud pangkalan  pendasitin  ialsh  tempat
penampungan

Cabang Dines merupakan unsur pehlsane Dinas yang
mempunyai Wilayah kerja satu atan bebempas kecamatan dan
dipimpin oleh seorang Kepala Cabang yasg berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Diras.

Cabang Dinas dibentuk berdasaskan bebon kerja dan
potensi yang ada meliputi prasarana (luas lshan pertarian ian
), sarana tenaga dan layanan/hasil kerji yang berupa hasi
berbagai produksi ikan yang ada, Adapur Susunan Organises:
dan unsur-unsumya ditentukan berdssakan kmtena yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Cukup jelas.

Unit Pelaksana Telais Dinas (UPTD) mempenya kedodufan
secbagal unsur pelaksana tekimis opemsional Dinas yaz
dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawsh dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pembentukan UPTD dan unsurunsurmys ditenfulan
berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalsm
Negeri dengan didukung potensi yang dinubla

Culup jelas.
Kelompok jabatan fungsional terdii dan sjumlah tenaga dhh
yang secara operasional  bertugas menangam kegatm-
kegiatan khusus  dibidang penkanan  sesual  dengan
keahliannya,

Cukup jelas.
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Pasal 4]

Pasal 42

Pasal 43

Pasal 44 ¢/d 45

TLTEN AT TT MAGEL 5

—————— e — S —

s

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan dilingkungan
Dinas Perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketenfuan yang

berlaku. .
Dalam arti Peraturan Daerah ini dalam tersebut

demikian membenkan peluang bahwa bila temadi suatu
perubahan peraturan yang mengatur hal tersebut tidak perlu
merubah Perda yang ada.

Cukup Jelas.

Bahwa semua peraturan yang mengatur Organisasi dan‘\
Tatakerja Dinas Perikanan sebelumnya dan bertentangan

 dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan fidak berlaku.

Cukup jelas..
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RAGAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN LAMPIRAN © PERATURAN DAERAK KABUPATEN DAERAK g B
gABUPATEN DAERAH TINGKAT I MAGELANG NOMOR 05 TAHUN 1996 KAT I MAGELANG
( POLA MAKSIMAL ) - TENTANG ORGANISAS] DAN TATA KERIA
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TDIGKAT | MAGELANG
R
{ SUB BAGIAN TATAUSAIA )
A |
URLSAM URUSAN ] Uﬂlm URUSAN
PERENCANAAN KEPEGAWALAN _ KE_‘-‘__M&H l UMUM
= I T 1 e ey
LELOMPOK SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI SEKST
JABATAN PRODUEKSI PENYULUHAN gUMBER HAYATI USAHA TANI PRASARANA
AL 1 i S —— . — R "
SUB SUB SEKSI [ SUB SEKSI 25 SUBSEKSI | SUB SEKSI
|| SARANA PRODUKSI | TATA * IDENTIFIKASI PEMBINAAN USAHA PRASARANA
PENYULUHAN SUMBER DAYA IKAN PENANGKAPAN
SUB SBKSI [ SUB SEKSI [ SUB SEKSI SUBSEKSI | SUB SEKSI
1 BUDIDAYA IKAN —| KELEMBAGAAN, PENGAWASAN =T  PERIINAN USAHA | | TATA OPERASIONAL
TENAGA DAN T PENANGKAPAN IKAN PRI
SARANA
~  SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI AL SUB SEKSI
™ PENANGKAPAN T SUMBER DAYA IKAN —{ PENGOLAHAN & PRASARANA
KAN | DAN LINGKUNGAN PEMBINAAN MUTU BUDIDAYA
= SUB SEKSI SUB SEKSI SUB SEKSI L [ SuBSEKSI
PENGEMBANGAN T PENGENDALIAN —t PEMASARAN LINGK PEMUKIMAN
PRODUKSI |__BUDI DAYA IKAN PETANI IKAN
f o ] '
£ [CABANG DINAS ] | LL__urtD ]
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH " BUPAT] KEPALA DAERAH TINGKATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT | MAGELANG ! MAGELANG '
KETUA, : "
Trn- = .Tm-
SUGIHARDIO, g : A X B3
M T _ _— N ||
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